
 
 

BUPATI SITUBONDO 

PROVINSI JAWA TIMUR  

 
PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR 42 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO 
NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SITUBONDO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah 
tenaga kerja sebagaimana tersebut dalam Peraturan 
Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten Situbondo perlu diubah menjadi 
ketenagakerjaan; 

b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan 
ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas perlu 

memperkuat tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
ketenagakerjaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten Situbondo; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
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Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730);  

  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa  kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 

  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang 
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6566); 
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  9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2021 Nomor 5); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 
2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SITUBONDO. 
 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 
Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo, diubah sebagai 
berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni 
angka 10a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 
Kabupaten Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.  
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Situbondo. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
 
 



4 
 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Situbondo. 

8. Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya 

disebut Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten Situbondo. 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo. 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah organisasi yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 
Situbondo. 

10a. Unit Layanan Disabilitas Bidang 
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD 
Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang 
merupakan bagian dari dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah 
di bidang ketenagakerjaan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya 
disebut Kelompok JF adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

 
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan 
bidang Transmigrasi. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Dinas dalam  melaksanakan  tugasnya  di  bidang  
teknis administratif dibina dan dikoordinasikan 
oleh Sekretaris Daerah. 

 
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 5 
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah di bidang 
Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1), Dinas 
menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan daerah di bidang 
Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi; 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah 
di bidang Ketenagakerjaan dan bidang 
Transmigrasi; 

d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di 
bidang Ketenagakerjaan dan bidang 
Transmigrasi; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Bupati  terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) huruf yakni 

huruf k, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 14 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal  13, Bidang Penempatan 
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
mempunyai fungsi: 
a. pengkoordinasian pemberian dan 

penyebarluasan informasi pasar kerja dalam 
pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan 
pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja 
kepada masyarakat; 

b. pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan 
jabatan dalam pelayanan antar kerja, serta 
perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

c. pengkoordinasian perantaraan kerja dalam 
pelayanan antar kerja serta perluasan 
kesempatan kerja kepada masyarakat; 

d. pempromosian penyebarluasan informasi syarat-
syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri 
kepada masyarakat; 

e. pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi 
kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon 
TKI ke luar negeri; 

f. pengkoordinasian penyelesaian permasalahan 
TKI pra dan purna penempatan; 

g. pelaksanaan pengawasan bidang penempatan 
dan pendayagunaan tenaga kerja serta 
pengawasan perpanjangan ijin penggunaan 
Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP); 

h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;  
i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; 
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan 

fungsinya; dan 
k. pelaksanaan pelayanan Unit Layanan Disabilitas 

(ULD) bidang ketenagakerjaan. 
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  Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

 
 

 

 Ditetapkan di Situbondo 
Pada tanggal 29 Agust 2023 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

ttd. 
 

KARNA SUSWANDI 
Diundangkan di Situbondo 
Pada tanggal 29 Agustus 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO, 

 
ttd. 

 
WAWAN SETIAWAN 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 42 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 


